PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 58 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR
40 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 12 Tahun 2018
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Usaha maka perlu merubah
Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 40 Tahun
2017 tentang Perubahan tarif Retribusi Jasa Usaha;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu
Sungai Tengah Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan
Tarif Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat: 1. Undang undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Darurat Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);
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. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43595) ;

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan  Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ; sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5145);
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5887).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6041)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Hulu Sungai
Tengah Nomor 02 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu
Sungai Tengah ;

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor
5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor
12 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan  Perangkat Daerah  (Lembaran  Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tahun 2017
Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 112):



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 40
TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
JASA UASAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 40
Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha (Berita
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017 Nomor 40) diubah
sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 8 diubah, sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah Yang Memimpin Pelaksanaan
urusan Pemerintahan Yang menjadi kewenangan Pemerintah
daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.

4. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

5. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan
lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

6. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya
dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas
pelayanan dari penggunan kekayaan daerah.

8. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pembayaran atas
pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Perubahan tarif Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Bupati ini
adalah Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

(2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran VI Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor 5 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Usaha.



(3) Perubahan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah ini.

3. Lampiran | Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 40 Tahun
2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 24 September 2018
Plt. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,
ttd
H. A. CHAIRANSYAH
Diundangkan di Barabai
pada tanggal 24 September 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,
ttd
H. AKHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2018
NOMOR 58



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 58 TAHUN 2018
TANGGAL 24 SEPTEMBER 2018

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
ditetapkan sebagai berikut:

a. Tempat Rekreasi Pagat , Kecamatan Batu Benawa:

1) Hari biasa Rp. 5.000,-/ orang
2)  Hari besar Rp. 5.000,-/ orang
b. Tempat Rekreasi Lainnya:
1) Hari biasa Rp. 5.000,-/orang
2)  Hari besar Rp 5.000,-/orang
c. Penggunaan Fasilitas lainnya di Tempat Rekreasi:
1. Aula Rp.250.000,-/ 1 kali kegiatan
2. Gazebo Rp. 50.000,-/ 1 kali kegiatan
3. Jembatan penyeberangan Rp. 1.000,-/ orang
4. Kamar mandi/ ganti pakaian Rp. 1.000,-/orang
5. WC :
a. Buang air besar Rp 1.000,-/orang
b. Buang air kecil Rp.1.000,-/orang

II. Besarnya Tarif Retribusi untuk Tempat Olahraga adalah sebagai
berikut

a. Lapangan Tenis Murakata

- Pagi Rp. 250.000,-/bulan per klub

- Sore Rp. 250.000,-/bulan per klub

- Malam Rp. 250.000,-/bulan per klub
b. Lapangan Tenis lainnya

- Pagi Rp. 250.000,-/bulan per klub

- Sore Rp. 250.000,-/bulan per klub
c. Lapangan Olahraga Pelajar

- Umum Rp. -

- Komersil Rp. 250.000,-/hari/kegiatan

Plt. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. A. CHAIRANSYAH






